
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.510, 2020 KEMEN-PPPA. Kelas Jabatan. 
 
 

 
 

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  

PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2020 

TENTANG 

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap sifat, jenis, 

dan beban kerja jabatan pimpinan tinggi, administrasi, 

dan fungsional di lingkungan Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu 

dilakukan penyesuaian kelas jabatan; 

b. bahwa permohonan penyesuaian kelas jabatan, telah 

diajukan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak kepada Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat 

nomor: B-148/MPP-PA/Roum/OT.01/XI/2018 tanggal 

27 November 2018 dan telah mendapatkan persetujuan 

dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi berdasarkan surat nomor: 

B/338/M.SM.04.00/2020 tanggal 16 Maret 2020; 

c. bahwa pengaturan mengenai kelas jabatan dalam 

www.peraturan.go.id
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Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 16 Tahun 2012 tentang 

Penetapan Peringkat Jabatan di Lingkungan Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan 

Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penetapan Peringkat 

Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sudah tidak sesuai 

dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Kelas 

Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 103); 

4. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 379) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

www.peraturan.go.id
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Presiden Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 176); 

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK TENTANG KELAS JABATAN DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

DAN PERLINDUNGAN ANAK. 

 

Pasal 1 

Kelas jabatan adalah kedudukan yang menunjukkantingkat 

seorang pegawai yang meskipun berbeda dalamjenis 

pekerjaan, tetapi cukup setara dalam tingkatkesulitan dan 

tanggung jawab, serta tingkatpersyaratan kualifikasi 

pekerjaan yang digunakansebagai dasar penggajian. 

 

Pasal 2 

Kelas jabatan digunakan sebagai dasar: 

a. pembayaran gaji; dan 

b. pemberian tunjangan kinerja. 

 

Pasal 3 

Menetapkan penggolongan kelas jabatan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkandari Peraturan Menteri ini. 
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Pasal 4 

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku 

bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia. 

 

Pasal 5 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. Peraturan  Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Nomor 16 Tahun 2012 tentang 

Penetapan Peringkat Jabatan di Lingkungan Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan 

Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1213); 

b. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 16 Tahun 

2012 tentang Penetapan Peringkat Jabatan di 

Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 45); dan 

c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penetapan Peringkat 

Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 852), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 6 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

www.peraturan.go.id
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diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 13 Mei 2020 

 

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 20 Mei 2020 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

www.peraturan.go.id


